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Abstract:
In the world of education there are factors that are very important for the development of educational institutions, one of which is the curriculum. The curriculum has properties that are always adapted to the needs of a country. Therefore, the curriculum is always changing almost every year because there is a view of change from policy owners and educational figures. This study discusses how the education curriculum is adjusted or equated with the needs of the national and international job market. Kemenristekdikti designs policy products for universities to be able to harmonize skills called the Indonesian National Qualification Framework (KKNI).
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Abstrak
Dalam dunia pendidikan terdapat faktor-faktor yang sangat penting untuk perkembangan lembaga pendidikan, salah satunya faktor tersebut adalah kurikulum. Kurikulum memiliki sifat yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di suatu negara. Maka dari itu, kurikulum selalu berganti hampir disetiap tahun karena ada pandangan perubahan dari para pemilik kebijakan dan tokoh-tokoh pendidikan. Kajian ini membahas tentang bagaimana kurikulum pendidikan disesuaikan atau disetarakan dengan kebutuhan pasar kerja tingkat nasional maupun internasional. Kemenristekdikti merancang produk kebijakan bagi perguruan tinggi agar dapat menyelaraskan keterampilan yang disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI). 
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Pendahuluan 
Pendidikan punya fungsi utama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus memiliki stansar pelulusan yang telah dibakukan oleh pemerintah. Pendidikan tingkat dasar dan menengah   untuk mengukur kualitas dan muru pendidikan, maka diakhir proses belajar mengajar ada UN (Ujian nasional) yang tujuannya untuk mengukur mutu pendidikan. Saat ini dunia Pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Lulusan yang diinginkan saat ini adalah lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan, kreativitas, dan mampu bersaing serta memiliki kemampuan agama yang mumpuni.
Kebutuhan dalam dunia pendidikan yang terus bervariasi, membuat suatu negara terus berinovasi untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di negaranya.  Di Indonesia kurikulum terus berkembang mengikuti keadaan, salah satu contoh Indonesia terus mengembangkan kurikulumnya adalah lahirnya Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 yang mengharuskan setiap perguruan tinggi mengubah desain kurikulum dengan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau bisa di singkat KKNI. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang mengabungkan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan dan bidang pengalaman kerja sesuai dalam standart kompetensi pekerjaan. 
Awal lahirnya KKNI yakni berawal dari arus globalisasi yang memunculkan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di Indonesia​[1]​. Untuk itu perguruan tinggi harus lebih maju dalam mengembangkan kurikulumnya sebab bangsa Indonesia harus mencetak lulusan dari perguruan tinggi yang kompeten dan manpu meningkatkan kualitas bakatnya. Tidak hanya itu perguruan tinggi juga di tuntut untuk mendesain kurikulumnya dengan berbasis KKNI dan mengimplementasikannya kepada para peserta didik. Perkembangan kurikulum juga mengacu pada kualitas lulusan yang dituntut harus menguasai  ilmu umum, juga harus didukung dengan landasan agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadist khususnya dalam Fakultas Tarbiyah. 
Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana perkembangan desain kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan dasar-dasar hukum yang memuat tentang KKNI  serta membahas mengenai bagaimana penerapan desain kurikulum KKNI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Perkembangan Kurikulum KKNI
Secara epistemologi, kurikulum berasal dari bahasa latin curriculum yang memiliki pengertian a running cours atau berlari. Istilah tersebut  digunakan dalam beberapa mata pelajaran atau course yang wajib ditempuh agar mencapai gelar dalam pendidikan​[2]​. Kurikulum dalam pendidikan tinggi mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1994 terdapat kurikulum berbasis isi, karena ketika itu konsep kurikulum bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek menjadi titik utama dalam aspek membangun dunia pendidikan pada masa itu.
Pada tahun  2000, UNESCO mensosialisasikan empat asas pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Berkenaan dengan itu sekitar tahun 2002, istilah kompetensi berkorelasi dengan kualitas lulusan. Maka kurikulum pada saat itu disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian keluar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, Perpres nomor 8 tahun 2012 mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 mengenai standar nasional pendidikan tinggi, yang  memberikan pernyataan bahwa dalam pendidikan tinggi diharuskan mampu membentuk masyarakat Indonesia yang berkarakter, cakap, dan berdaya saing..
Menurut Peraturan Presiden RI no 8 tahun 2012 pasal 1, yang dimaksud Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah merupakan kerangka penahapan kualifikasi kemampuan yang bisa menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara  aspek pendidikan  dengan aspek pelatihan kerja serta pengalaman kerja​[3]​. KKNI bertujuan untuk memberikan pengakuan kemampuan kerja sesuai dengan  strukrur pekerjaan di berbagai bidang. KKNI merupakan suatu sistem yang menjadi penghubung antara aspek pendidikan dan pelatihan guna membentuk sumber daya manusia nasional berkualitas dan bersertifikat melalui jalur pendidikan formal, informal, non formal, pelatihan atau pengalaman kerja.
KKNI di bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penahapan kualifikasi yang bisa menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan pencapaian pendidikan dari jalur pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi​[4]​. Penahapan kualifikasi tersebut ditujukan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang memiliki pengalaman kerja dan memiliki pencapaian pendidikan dari pendidikan informal atau pendidikan nonformal untuk menempuh pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi dan mendapat pengakuan kualifikasi lulusan jenis pembelajaran tertentu dari perguruan tinggi. KKNI memiliki 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, diantaranya adalah​[5]​:
1.	Jenjang satu
       Pertama, mampu melakukan pekerjaan sederhana, terbatas, bersifat teratur, dengan memakai alat, metode dan proses yang sudah dibuat, serta dibawah pembinaan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Kedua, mempunyai wawasan faktual, ketiga, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan tidak akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
2.	Jenjang dua
Pertama, mampu melakukan suatu kegiatan spesifik dengan mamakai alat dan informasi, dan peraturan kerja yang rutin dilaksanakan, serta memberikan kinerja dengan mutu yang ternilai, dibawah pengontrolam atasannya. Kedua, mempunyai wawasan operasional dasar dan wawasan faktual di sektor kegiatan yang spesifik, sehingga bisa menyelesaikan berbagai permasalan yang timbul. Ketiga, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan bisa diberi tangung jawab membina orang lain.
3.	Jenjang tiga
Pertama, mampu melakukan beberapa pkerjaan spesifik dengan menafsirkan informasi dan mamakai alat berlandaskan sejumlah opsi prosedur kerja, serta bisa  memperlihatkan hasil kinerja  sendiri yang memiliki mutu dan kuantitas yang terukur dengan pengawasan yang tidak langsung. Kedua, mempunyai wawasan operasional yang kompleks sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Ketiga, bisa bekerja sama dan melaksanakan komunikasi dengan lingkungan kerjanya. Keempat, bertangung jawab atas pekerjaannya sendiri dan bisa diberi tanggung jawab pada kuantitas dan nilai hasil kerja orang lain.
4.	Jenjang empat
Pertama, bisa menunaikan tugas spesifik dengan menganalisa informasi secara terbatas, menentukan metode  yang sesuai dan memperlihatkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang baik. Kedua, mempunyai pedoman dasar bidang keahlian tertentu dan bisa menyetarakan dengan permasalahan yang terjadi. Ketiga, bisa bekerja sama dan membuat laporan tertulis di dalam lingkup terbatas serta memiliki inisiatif. Keempat, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan bisa diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
5.	Jenjang lima
Pertama, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan menentukan metode yang sesuai dan memperlihatkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang baik. Kedua, mempunyai pedoman teoritis di bidang pengetahuan tertentu secara universal dan bisa merencanakan penyelesaian  masalah yang terjadi. Ketiga, bisa mengatur kelompok kerja dan membuat laporan tertulis secara menyeluruh. Keempat, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan bisa diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok.
6.	Jenjang enam
Pertama, bisa menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEK atau seni dalam menyelesaikan masalah serta bisa mengahadapi segala situasi. Kedua, memiliki pedoman teoritis di bidang pengetahuan tertentu secara universal dan pedoman teoritis khusus di bidang pengetahuan tersebut secara komprehensif, serta bisa merencanakan penyelesaian  masalah yang terjadi. Ketiga, bisa mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan analisa informasi dan bisa memberikan petunjuk ketika menentukan berbagai pilihansolusi secara mandiri maupun kelompok. Keempat, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan bisa diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja suatu organisasi.
7.	Jenjang tujuh
Pertama, bisa mengonsep dan memanfaatkan sumberdaya atas tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara menyeluruh pekerjaan dengan memanfaatkan IPTEK atau seni guna memberikan metode pengembangan strategis organisasi. Kedua, bisa menyelesaikan masalah IPTEK atau seni di bidang keilmuannya dengan pendekatan monodisipliner. Ketiga, bisa melaksanakan riset dan memilih keputusan yang sesuai dengan akuntabilitas dan tanggung jawab menyeluruh terhadap semua aspek yang berkenaan dengan bidang keahliannya.
8.	Jenjang delapan
Pertama, bisa mengembangkan IPTEK atau seni di bidang keahliannya melalui penelitian sehingga menciptakan karya yang memiliki inovasi dan teruji. Kedua, bisa menyelesaikan permasalahan IPTEK atau seni di bidang keahliannya dengan metode inter atau multidisipliner. Ketiga, bisa melaksanakan penelitian dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat dan keilmuan, serta bisa mencapai prestasi nasional dan internasional.
9.	Jenjang Sembilan
Pertama, bisa mengembangkan IPTEK atau seni di bidang keahliannya atau penerapan profesionalnya melewati penelitian sehingga menciptakan karya kreatif, original dan teruji. Kedua, bisa menyelesaikan masalah IPTEK atau seni di bidang keahliannya berdasarkan metode inter, multi dan transdisipliner.
Landasan Yuridis Kurikulum KKNI
1.	Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2.	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3.	Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan  Kerangka Kualifikasi Nasional bidang Pendidikan tinggi.
4.	Permenaker Nomor 21 Tahun 2014 Tentang penjenjangan kualifikasi
Desain Kurikulum KKNI di PTAI
Penerapan kurikulum KKNI dalam pengembangan kurikulum di Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) menjadi suatu keharusan dalam tujuan mengejar ketertinggalan PTAI dengan Pendidikan Tinggi Umum (PTU)​[6]​. Dengan diterapkannya KKNI sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum pada PTAI, diharapkan lulusan PTAI bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan dapat berproses dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, seluruh lulusan PTAI bisa memperoleh persamaan hak dan pengakuan yang berkaitan dengan pendidikan lanjut di seluruh negara yang memiliki persamaan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Untuk menerapkan pengembangan kurikulum yang merujuk pada KKNI dibutuhkan lembaga di Tingkat PTAI, yaitu lembaga penjamin mutu (LPM) yang tersusun dari ketua lembaga, sekretaris, pusat pengembangan standard mutu, dan pusat audit pengendalian mutu. Tujuan dari pengimplementasian KKNI di kurikulum PTAI adalah​[7]​:
1.	Meningkatkan mutu dan kesempatan lulusan PTAI ke lapangan kerja nasional maupun internasional
2.	Memberikan kesempatan pengakuan yang transparan terhadap pencapaian pendidikan yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pembimbingan atau pengalaman keahlian yang diakui dunia kerja nasional maupun internasional
3.	Mendorong peningkatan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pembimbingan atau pengalaman keahlian untuk perkembangan ekonomi nasional
4.	Miningkatkan transfer mahasiswa dan tenaga kerja antar negara yang memiliki kualifikasi yang setara
5.	Mengembangkan sistem pengakuan kualifikasi SDM dari negara lain yang ingin bekerja di Indonesia untuk bidang keagamaan
Penutup
Di indonesia perkembangan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Salah satu contoh Indonesia terus mengembangkan kurikulumnya adalah lahirnya Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 yang mengharuskan setiap perguruan tinggi mengubah desain kurikulum dengan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau bisa di singkat KKNI. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang mengabungkan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan dan bidang pengalaman kerja sesuai dalam standart kompetensi pekerjaan.
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